7 REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 /POJK.05/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya kegiatan
perusahaan pembiayaan, penanganan berbagai
permasalahan di perusahaan pembiayaan memerlukan
mitigasi risiko yang efektif dan efisien untuk
memastikan pemenuhan aspek prudensial;

b. bahwa untuk pemenuhan aspek prudensial agar
menciptakan ekosistem industri perusahaan pembiayaan
yang sehat, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan
mengenai investasi pembelian saham oleh perusahaan
pembiayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan;



Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6286);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6286) diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 82A
(1) Perusahaan Pembiayaan dilarang memiliki saham
dan/atau surat berharga dengan underlying
berbentuk saham atau yang dijamin dengan saham
untuk tujuan:
a. investasi jangka pendek;
b. jual beli;
c. manajemen arus kas; dan/atau
d. penyertaan modal selain dalam rangka
pengembangan kegiatan wusaha Perusahaan

Pembiayaan.



Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk kepemilikan saham melalui
penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 115 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 115
Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2),
Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal
29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 37, Pasal
38, Pasal 39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 40 ayat
(1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat
(1), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1),
Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1),
Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 66
ayat (1), Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73 ayat
(1), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat
(1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82A ayat
(1), Pasal 83, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 93
ayat (6), dan/atau Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi
administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan kegiatan usaha; dan
c. pencabutan izin usaha.
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:
a. melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu;

b. menurunkan hasil penilaian tingkat risiko;



(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9

c. melakukan pembatalan persetujuan; dan/atau
d. melakukan penilaian kembali kemampuan dan
kepatutan kepada pihak utama Perusahaan
Pembiayaan.
Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun
pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap
dikenai sanksi administratif berupa peringatan
pertama yang berakhir dengan sendirinya.
Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan
secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan masa berlaku masing-masing paling
lama 2 (dua) bulan.
Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi
administratif berupa peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut
sanksi administratif berupa peringatan.
Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan
Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi
administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan
secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa
peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha
berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa
peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha
berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi

administratif berupa pembekuan kegiatan usaha



(10)

(11)

(12)

(13)

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang
melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi
administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan
kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan
Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha
pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung
mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan
izin usaha.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan tidak juga
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin
usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan
sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

Pasal II

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memiliki saham

dan/atau surat berharga dengan underlying berbentuk

saham atau yang dijamin dengan saham sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82A sebelum Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan ini diundangkan harus mengalihkan

kepemilikan saham dan/atau surat berharga dengan

underlying berbentuk saham atau yang dijamin dengan

saham paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.



2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 125

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 /POJK.05/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

UMUM

Perkembangan industri perusahaan pembiayaan saat ini semakin
kompleks dan bersifat dinamis. Pesatnya perkembangan lingkungan
eksternal dan internal di industri perusahaan pembiayaan berpotensi
menyebabkan peningkatan risiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan
dan dapat menimbulkan permasalahan pada perusahaan pembiayaan.

Untuk memperkuat pengaturan aspek prudensial pada perusahaan
pembiayaan, diperlukan permodalan yang mencukupi untuk menyerap
risiko yang timbul dari aktivitas penyaluran pembiayaan yang dilakukan
oleh perusahaan pembiayaan. Selain itu, praktik yang mengarah pada
financial engineering perlu diantisipasi sehingga kapastitas permodalan
perusahaan pembiayaan dapat mencerminkan kemampuan yang
sesungguhnya untuk dapat menyerap risiko maupun dalam rangka
memperluas kapasitas usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan
menetapkan Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha  Perusahaan

Pembiayaan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 82A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengecualian diberikan jika penyertaan langsung
dilakukan untuk tujuan:
a. investasi jangka panjang;
b. bukan untuk jual beli;
c. bukan untuk manajemen arus kas; dan/atau
d. pengembangan kegiatan usaha Perusahaan
Pembiayaan.
Angka 2
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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